
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1329, 2022 KEMENKEU. TKD. Wilayah Provinsi Papua Barat. 

Provinsi Papua Barat Daya.  

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 206/PMK.07/2022 

TENTANG 

ALOKASI TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI 
WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

 

Menimbang :   a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi 
Papua Barat Daya, telah diatur bahwa Provinsi Papua 

Barat Daya berhak mendapatkan alokasi transfer ke 

daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

     b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa dalam hal 
undang-undang pembentukan daerah baru diundangkan 

setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, dana transfer 

ke daerah untuk daerah baru diperhitungkan secara 

proporsional dari dana transfer ke daerah yang 
dialokasikan untuk daerah induk; 

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023, telah diatur bahwa pengalokasian 

anggaran transfer ke daerah kepada daerah pemekaran 
di wilayah Papua dihitung secara proporsional dari 

alokasi masing-masing anggaran transfer ke daerah 

daerah induk; 
 d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) 

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023, telah diatur bahwa tata cara 
perhitungan dan hasil perhitungan berupa rincian 

anggaran transfer ke daerah untuk daerah induk dan 

daerah baru ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
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Keuangan; 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf  d, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Alokasi Transfer ke Daerah untuk 
Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua 

Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 

2023; 

  
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6697); 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6827); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang 

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6831); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang 

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka 
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6731); 

8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2020 Nomor 215); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 

 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI 

TRANSFER KE DAERAH UNTUK PROVINSI/KABUPATEN/ 

KOTA DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI 
PAPUA BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD 

adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja 
negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah 

otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka 

mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah. 

2. Dana   Bagi   Hasil   yang  selanjutnya   disingkat  DBH 

adalah   bagian  dari  TKD   yang  dialokasikan 
berdasarkan persentase  atas  pendapatan  tertentu 

dalam  anggaran pendapatan dan belanja negara dan 

kinerja  tertentu,   yang  dibagikan kepada daerah 
otonom penghasil dengan tujuan untuk mengurangi 

ketimpangan fiskal antara  pemerintah pusat dan daerah 

otonom,  serta kepada daerah otonom lain nonpenghasil 

dalam rangka  menanggulangi eksternalitas negatif 
dan/atau   meningkatkan pemerataan   dalam   satu 

wilayah. 

3. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 
adalah  bagian  dari  TKD  yang  dialokasikan  dengan 

tujuan   mengurangi  ketimpangan   kemampuan 

keuangan dan layanan  publik antardaerah otonom. 
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK 

adalah  bagian  dari  TKD  yang  dialokasikan  dengan 

tujuan  untuk mendanai  program, kegiatan,  dan/atau 
kebijakan  tertentu  yang  menjadi  prioritas  nasional 

dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang 

penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. 
5. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang 

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai 

pelaksanaan   otonomi    khusus   sebagaimana 

ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi 
khusus. 

6. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan 

bagi desa dengan tujuan untuk mendukung   pendanaan   
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penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan 
kemasyarakatan. 

7. Insentif  Fiskal   adalah   dana  yang  bersumber  dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang  diberikan   
kepada daerah otonom berdasarkan kriteria tertentu     

berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang 

dapat berupa tata kelola keuangan daerah,  pelayanan  

umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang 
mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau  

pelaksanaan  kebijakan fiskal nasional. 

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan negara. 

 

Pasal 2 
(1) Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 

terdiri atas: 
a. DBH; 

b. DAU; 

c. DAK; 

d. Dana Otonomi Khusus; dan 
e. Dana Desa. 

(2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdiri atas: 
a. DAK fisik; 

b. DAK nonfisik; dan  

c. hibah kepada daerah. 
(3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 

Insentif Fiskal. 

 
Pasal 3 

Alokasi TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah 

Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) 
dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
Pasal 4 

Hasil perhitungan alokasi TKD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 berupa rincian alokasi TKD untuk 
provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan 

Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rincian alokasi 

TKD untuk provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi 

Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 215) dirinci menjadi rincian alokasi TKD untuk 
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provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua Barat dan 

Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4. 

 

Pasal 6 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 Desember 2022 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Desember 2022 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
  ttd. 

 

YASONNA H. LAOLY 
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